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ABSTRAK 

Oleh : 

Ratih Apriliana Dewi 

 

Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat 

menunjang seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga, 

maupun sosial. Mu‟amalah, dalam hal ini ekonomi, merupakan kegiatan yang 

tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki 

peranan yang penting untuk menjaga kesetabilan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Bertani kopi merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan 

oleh masyarakat pedesaan Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara 

baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan 

perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasanya 

dikenali dengan sebutan bagi hasil. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian 

besar masyarakat setempat. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak 

hanya berupa akad lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat 

setempat. Dalam pengelolaan semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh 

pengelola dan biasanya masa pemeliharaan kebun tersebut tidak dibatasi oleh 

jangka waktu, tetapi tergantung pengelola akan berapa lama pengelola tersebut 

memeliharanya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik bagi hasil 

pada petani kopi di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara dan 

pandangan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pada petani kopi di Dusun 

Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil pada petani kebun kopi 

yang di terapkan masyarakat dan untuk mengkaji dan menganalisis praktik 

bagi hasil dalam Pandangan Hukum Islam di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan 

Lima, Lampung Utara. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reserch) yang 

dilakukan di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima. Untuk mendapatkan data 

yang valid digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data 

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka 

dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir 

menggunakan induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik musaqoh atau  kerjasama 

bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola 

kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya 

didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam 

praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 

atau bisa juga dari hasil dari panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah 

pihak antara pemilik dan penggarap kebun kopi, ini dilakukan atas dasar 

kebiasaan masyarakat  setempat (adat). Pandangan hukum Islam tentang  

musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama 

yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu 

akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila 

bermu‟amalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis 



 

 
 

dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus 

memiliki jangka waktu yang ditentukan maksudnya adalah dalam suatu 

perjanjian harus ada batasan waktunya. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-

benar menjaga prilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan 

dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap 

pejanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat 

merugikan salah satu pihak. 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

MOTTO 

 

          

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

(Q.S al-Maidah (5):2). 

  

                                                             
1
 Dapertemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2014), h. 106. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam menjalani skripsi ini, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan maksud dari istilah yang terkait dengan judul 

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi 

interprestasi terhadap pemaknaan judul dari berbagai istilah yang 

digunakan, di samping langkah ini merupakan sistem penajaman terhadap 

pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul skripsi ini adalah 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil antara Pemilik 

dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi” (Studi Kasus di Dusun 

Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara). 

Istilah yang secara gramatikal diuraikan sebagai berikut: 

Musaqoh 

Menurut syara‟, musaqoh adalah kerjasama perawatan tanaman 

seperti menyirami dan lain sebagainya dengan perjanjian bagi hasil atas 

buah atau manfaat yang di hasilkan.
2
 Aqad musaqoh terjadi juga karena 

pemilik tanaman terkadang kurang berkompeten dalam memeliharanya, 

atau dia tidak memiliki waktu luang untuk menangani sendiri. Sementara 

                                                             
2
 Prof. Dr. Wahbah zuhaili, Fiqh Imam Syafi‟i (Mengupas Masalah Fiqiyah Berdasarkan 

Al-Qur‟an dan Hadits), Cet 1. Almahira, (Jakarta: 2010), h. 289. 



 

 
 

seseorang yang pandai dan memiliki banyak kesempatan terkadang tidak 

memiliki tanaman. Dengan kata lain, orang pertama membutuhkan tenaga 

kerja sementara orang ke dua membutuhkan pekerjaan.
3
 

Musaqoh hampir serupa dengan mudharabah dalam segi tugas 

menangani sesuatu dengan nilai tukar berupa sebagian hasil, dan dalam 

segi tidak jelas nilai tukar. Musaqoh juga serupa dengan sewa-menyewa 

(ijarah) dalam segi meningkat dan pembatasan waktu.
4
 

Petani Kopi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Petani adalah orang yang 

pekerjaannya bercocok tanam.
5
 Sedangkan Kopi adalah sejenis pohon 

yang banyak ditanam oleh orang, yang buahnya bisa digoreng dan 

ditumbuk halus untuk dijadikan bahan pencampuran minuman.
6
 Jadi 

petani kopi yang di maksudkan dalam penelitian ini yaitu penduduk 

Bedeng yang berprofesi sebagai penanam kopi. 

Hukum Islam 

Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.
7
 

Berdasarkan uraian beberapa pengertian di atas, maka dapat 

dipahami bahwa maksud dalam judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum 

                                                             
3
  Prof. Dr. Wahbah zuhaili , Op. Cit., h. 290. 

4
  Ibid., h 289. 

5
  Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, (Jakarta: 

Balai Pustaka. 2002), h. 1141. 
6
.Ibid.,  h. 594. 

7
 Ismail Muhammad Syah,  Filsafat Hukum Islam, Cetakan Ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), h. 17. 



 

 
 

Islam Tentang Praktik Musaqoh antara petani kopi dan pemilik kebun 

kopi, yaitu pemilik kebun dan petani penggarap yang berlokasi di Dusun 

Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara.  

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi 

Hasil antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Pembagian hasil petani kopi bagi masyarakat merupakan suatu hal 

yang penting dan berkaitan erat pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat. Oleh karena itu jika praktik pembagian berlangsung 

secara tidak adil, maka secara tidak langsung praktik tersebut 

merugikan bagi pihak yang lemah. 

b. Praktik pembagian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap 

kebun merupakan suatu gejala sosial yang umum terutama 

dikalangan masyarakat sekitar. Praktik ini perlu dikaji untuk 

menyelaraskan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. 

2. Alasan subjektif 

a. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan 

salah satu masalah praktik mu‟amalah yang sementara tumbuh dan 

berkembang di dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya perlu 

diketahui status hukumnya. 



 

 
 

b. Karena ruang lingkup pembahasannya termasuk dalam salah satu 

bidang ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas 

Syari‟ah, yakni fiqh mu‟amalah. 

c. Penelitian didukung dengan literatur yang memadai sehingga di 

mungkinkan dapat diselesaiakan sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang 

dapat menunjang seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan diri sendiri, 

keluarga, maupun sosial. Mu‟amalah, dalam hal ini ekonomi, merupakan 

kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi 

juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kesetabilan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Fiqh mu‟amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang 

ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan 

atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial 

kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa 

mengikuti aturan yang telah ditetapakan Allah sekalipun dalam perkara 

yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai 

pertanggung jawabannya kelak di akhirat.
8
 

Ruang lingkup mu‟amalah mencakup akad yang merupakan salah 

satu hal sebab kepemilikan. Pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang 

                                                             
8
 Racmat Syafei,  Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15. 



 

 
 

menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syari‟at) yang akan 

memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. Akad atau perjanjian-

perjanjian yang diadakan oleh individu dengan individu lain, dalam hal ini 

adalah kerjasama dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara 

lain melalui jual beli, ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), syirkah 

(perkongsian), wadi‟ah (titipan), dan sebagainya. 

Khususnya masalah kerjasama dalam ekonomi (mu‟amalah), 

dalam hal ini musaqoh merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau 

tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat 

kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut 

kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad. Musaqoh 

yaitu kerja sama antara pemilik kebun (shahibul maal) dan pihak kedua 

(amil mudharib) ang bertindak sebagai pengelola dana.
9
 

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya 

terdiri 2 pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan,  dalam membagi 

keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari koridor 

hukum Islam.
10

 Namun demikian, usaha manusia ini tidak selalu berhasil. 

Hal ini disebabkan keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan 

manusia. Untuk mengimbangi keterbatasan itu seseorang perlu melakukan 

kerjasama dengan orang lain. 

Bertani kopi merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan 

oleh masyarakat pedesaan Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung 

                                                             
9
 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 466. 

10
 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Op. Cit., h. 177. 



 

 
 

Utara baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain 

dengan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau 

yang biasanya dikenali dengan sebutan bagi hasil. Hal inilah yang 

dilakukan oleh sebagian besar masyarakat setempat. 

Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad 

lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam 

pengelolaan semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan 

biasanya masa pemeliharaan kebun tersebut tidak dibatasi oleh jangka 

waktu, tetapi tergantung pengelola akan berapa lama pengelola tersebut 

memeliharanya. 

Hal ini berbeda dengan prinsip fiqih mu‟amalah yang 

mengharuskan kejelasan dalam melalukan akad kerjasama agar tidak 

menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan 

mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya, keabsahan 

mudharobah adalah firman Allah SWT dalam
11

 

               

Artinya: Apabila kamu bermu‟amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S al-Baqarah 

(2):282). 
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 Rachmat Syafei, Op. Cit., h. 185-186. 



 

 
 

Dari Ibnu „Umar Radhiyallahu 'anhuma: 

Artinya : Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh 

penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan 

separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut. 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan 

kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha 

kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak 

dilakuakan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan 

dalam suatu kerjasama. 

Masyarakat di Dusun Bedeng 9 dalam memenuhi kebutuhan hidup 

nya yaitu dengan melakukan praktik bagi hasil antara pemilik kebun dan 

petani kopi, yang mana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kebun 

tersebut kepada petani untuk dikelola. 

Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk diteliti tentang sistem 

bagi hasil petani kopi dan bagaimana Islam memandang tentang 

pelaksanaan bagi hasil tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Praktik Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada 

Petani Kopi (Studi di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara). 

D. Rumusan Masalah 

Adapun pokok-pokok masalah yang akan menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah : 



 

 
 

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap 

Kebun pada Petani Kopi di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, 

Lampung Utara ? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil 

antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Kopi di Dusun 

Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lamung Utara? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil pada petani 

kebun kopi yang di terapkan masyarakat di Dusun Bedeng 9. 

b. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil dalam 

Pandangan Hukum Islam di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, 

Lampung Utara. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terhadap praktik 

bagi hasil perkebunan yang mungkin tidak sesuai dengan Hukum 

Islam, maka dapat dijadikan sebagai  solusi untuk permasalahan 

tersebut. 

b. Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memeberikan 

pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat 

dalam melakukan praktik bagi hasil perkebunan yang sesuai 

dengan syariat Islam. 



 

 
 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini gunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk riset lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya kerjasama 

bagi hasil.
12

 Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada 

para pemilik lahan dan penggarap kebun kopi yang melaksanakan 

kerjasama bagi hasil perkebunan kopi. 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin mengenai bentuk 

kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Dusun Bedeng 9 

Desa Ogan Lima. 

2. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari : 

a. Data Primer 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode 

penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam ranah 

kehidupan yang sebenarnya.
13

 Dalam hal ini penulis mendatangi 

masyarakat Bedeng yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam 
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perkebunan kopi, kemudian penulis mengadakan Tanya jawab 

secara lisan. Data primer ini merupakan data yang pokok untuk 

diolah dan diteliti dalam pengumpulan data-data dalam skripsi ini. 

Adapun yang menjadi penelitian ini yaitu masyarakat di Dusun 

Bedeng 9 Desa Ogan Lima. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari buku-

buku, majalah-majalah, atau makalah-makalah, dan sumber-

sumber lain nya yang berkaitan dengan judul skripsi yang 

dimaksud. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

fenomena-fenomena yang akan di selidiki.
14

 Tentang hal ini 

peneliti menyaksikan langsung terhadap suatu objek yang akan 

diselidiki, maksudnya penulis akan melakukan pengamatan 

terhadap sikap dan cara mereka dalam melaksanakan kerjasama 

bagi hasil perkebunan kopi. 

b. Metode interview (wawancara) 

Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan 
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  Kartini Kartono, Op. Cit., h. 136. 



 

 
 

berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan 

kepada orang yang meneliti.
15

 

Wawancara dalam ini berbicara langsung dengan pihak 

pemilik kebun dan pengggarap kebun untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan. 

c. Metode Dokumentasi 

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya.
16

 

4. Metode  Pengolahan Data 

Metode pengolaha data dalam skripsi ini adalah: 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui 

study pustaka dan study lapangan, dokumen sudah di anggap 

relevan dengan masalah jelas tidak berlebihan dan tana 

kesalahan.
17

 

b. Penandaan Data (coding)  

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh. Baik yang 

berupa penomeran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata 

tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data 
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menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan 

data secara semperna, memudahakan rekontruksi serta analisis 

data.
18

 

c. Sistematis Data (systemating) 

Yaitu semua data yang masuk di kumpul dan di susun 

sesuai dengan urutannya.
19

 Data yang sistematis merupakan data 

hasil penelitian lapangan pada pemilik kebun kopi dan data dari 

buku literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan yaitu Deskriptif Analisis. 

Deskriptif analisis adalah mendiskusikan dan menganalisis tentang 

bagi hasil anatara pemilik dan penggarap atau pengelola perkebunan 

kopi dalam tinjauan hukum islam. Metode berfikir yang digunakan 

adalah metode induktif, metode induktif yaitu menarik suatu 

kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum (general) 

digunakan untuk menilai suatu kajian yang khusus (spesifik). Suatu 

yang umum (general) dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil 

yang terdapat dalam masyarakat sekarang ini sudah cukup banyak, 

namun apakah sistem bagi hasil tersebut sudah dalam konsep Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. AKAD 

1. Pengertian Akad 

Dalam kegiatan muamalah, hal yang paling signifikan menyangkut 

keabsahan hukum tersebut adalah akad. Akad menentukan sah 

tidaknya. Signifikan akad merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. 

Persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahami dalam semua 

bentuk kegiatan muamalah supaya kegiatan yang dilakukannya sah 

secara hukum Islam. 

Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang 

dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun 

(terdiri dari pelaku, objek, dan ijab qabul) dan syaratnya tidak 

terpenuhi, terjadi ta‟alluq (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi 

dua akad sekaligus, Sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah 

ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an dan 

Hadits. 

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, 

perjanjian, dan permufakatan.
20

 Pertalian ijab qabul (pernyataan 

melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai 

dengan kehendak syari‟at yang berpegaruh pada obyek perikatan. 

                                                             
20

 A. Warson Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia Al-Munawir, (Yogyakarta: Ponpes Al-

Munawir, 1984), h.197. 



 

 
 

Menurut Bahasa „Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:
21

 

a. Mengikat (ُالرَّبْط), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat 

salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian 

keduanya menjadi sebagai sepotong benda. 

b. Sambungan (ٌعَقْدَة), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung 

itu dan mengikatnya. 

c. Janji (ُاَلْعَهُد), yaitu ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada 

Allah, sesungguhanya Allah mengasihi orang-orang yang 

bertaqwa.
22

Sebagaimana firman Allah: 

                 

         

  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-

Maidah:1). 

 

Istilah ahdu dalam al-Qur‟an mengacu pada pertanyaan seorang -

mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, 

perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak 

lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji 
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yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-

Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang 

membantunya.
23

 

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan 

sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu 

yang disyari‟atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan 

dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi 

dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.
24

 

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi 

tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu 

pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua 

pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad 

berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan 

kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam 

lingkup yang disyari‟atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.
25

 Istilah 

“perjanjian” dalam hukum indonesia di sebut “akad” dalam hukum 

Islam. Kata akad berasal dari kata al-„aqd, yang berarti mengikat, 

menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). 

Menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan 

ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain 

yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. 
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Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 

akibat hukum pada objeknya.”
26

 Sedangkan menurut Mustafa az-

Zarqa‟, dalam padangan syara‟ suatu akad merupakan ikatan secara 

hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama 

berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-

pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh 

karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan 

dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku 

(pihak) pertama di sebut mu‟jib dan pelaku (pihak) kedua di sebut 

qaabil.
27

 

2. Rukun Akad 

a. Rukun Akad 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan 

masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan 

iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai 

berikut: 

1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing 

pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa 

orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki 
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hak. Ulama fiqh memberikan persyratan atau criteria yag harus 

dipenuhi oleh aqid,
28

 antara lain: 

a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatusan 

untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan 

memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan 

berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu 

memahami ucapan ucapan orang-orang normal. Sedangkan 

mumayyiz disni artinya mampu membedakan antara baik 

dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan 

antara merugikan dan menguntungkan. 

b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan 

kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar‟i 

untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. 

Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, 

wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia 

memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan 

yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari 

tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya 

secara bebas. 

2) Ma‟uqud‟alaih ialah benda-benda yang diakadkan. 

3) Maudhu‟ al‟aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 

akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. 
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4) Siqhat al‟ aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 

gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad,  sedangkan 

qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, 

yang diucapkan setelah ijab. 

Hal-hal yang harus diperhatika dalam sight al-aqd ialah:
29

 

a) Sight al-„aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab 

qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak 

pengertian. 

b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang 

berijab dan yang menerima berbeda lafadz. 

c) Mengambarkan kesungguhan, kemauaan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau 

ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling 

ridha.  

3. Syarat Akad 

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara‟ 

yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi 

dalam berbagai macam aqad yaitu:
30

 

                                                             
29

 Sohari Sahari, Fiqih Muamalat, (Bogor: Ghalia Indinesia, 2011), h. 43. 
30

 Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 44. 



 

 
 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak 

sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan 

(mahjur) karena boros atau lainnya. 

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya. 

3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang 

memiliki barang. 

4) Aqad tidak dilarang oleh syara‟. 

5) Akad dapat memberikan faedah. 

6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.Ijab 

dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka 

batal. 

4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Akad 

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik 

dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi 

pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi 

hak bagi pihak yang lain.
31

 

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak 

(perjanjian). Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini 

tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya 
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kontrak/perjanjian yang dibuat. Asas–asas tersebut adalah sebagai 

berikut :
32

 

1.  Al-Hurriyah (Kebebasan) 

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan 

merupakan prinsip dasar dari hukum  perjanjian. Pihak-pihak yang 

melakukan akad mempunyai kebebasan untu membuat perjanjian 

(Freedom of making contract); baik dari segi diperjanjikan maupun 

menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara 

penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan 

persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan 

syariah Islam. 

2.  Al-Musawah (Kesetaraan) 

Asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang 

melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara 

satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan 

kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan. 

3.  Al-„Adalah 

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Qur‟an 

menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. 

Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang 

melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan 
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kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka 

buat, dan memenuhi semua kewajibannya. 

4.  Ar-Ridha (Kerelaan) 

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan 

antara masing-masing pihak, hal ini sebagai prasyarat bagi 

terwujudnya semua transaksi. 

5. Ash-Shidq (Kejujuran) 

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam 

Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan 

dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh 

pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, 

menipu dan melakukan pemalsuan. 

6. Al-Kitabah (Tertulis) 

Akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan 

perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu 

perlu ada pihak saksi (syahadah), rahn (gadai untuk kasus tertentu) 

dan prinsip tanggung jawab individu. 

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:
33

 

1. Ijab dan Qabul. Ijab qabul harus jelas, selaras dan tidak terhalang 

sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. 

Ijab qabul bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan 

dengan perbuatan. 
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2. Pelaku Kontrak („aqidain). Pelaku kontrak disyaratkan telah 

berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku 

harus cerdas (rusyd) serta memiliki wewenang terhadap objek 

kontrak. 

3. Objek akad (ma‟qud „alaih). Objek kontrak secara umum harus 

ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam 

dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam 

hal jual beli salam, istishna‟, dan ijarah, karena pertimbangan 

maslahat dan telah menjadi „urf. 

4. Akibat hukum kontrak (maudhu‟ „aqd). Harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

5. Macam-macam Akad 

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, 

lantaran berlainan objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan 

nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama 

fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari 

beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi 

keabsahan menurut syara. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad 

shahih dan akad tidak shahih.
34

 Untuk lebih jelasnya berikut akan 

diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:  
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a. Akad Shahih 

Akad Shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun 

dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya 

seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi 

para pihak-pihak yang beraqad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama 

Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu: 

1) Aqad Nafiz (sempurna untuk dilaksankan) yaitu akad yang 

dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak 

ada penghalang untuk melaksanakannya. 

2) Aqad Mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap 

bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk 

melangsungkan dan melaksankan akad itu. Seperti aqad yang 

dilakukan oleh anak yang telah mumayyis. 

b. Akad Tidak Shahih 

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun 

dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku 

dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama 

Hanifiah membagi akad shahih ini mnejadi dua macam, yaitu: aqad 

batil dan aqad fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak 

memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan lansung dari syara‟. 

Sedangkan aqad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada 

syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakkan itu tidak jelas. 

 



 

 
 

a. Aqad Munjiz  

Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan 

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan 

tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
35

 

b. Aqad Mu‟alak  

Aqad Mu‟alak ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 

penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran. 

c. Akad Mudhaf  

Akad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat 

syarat-syarat yang mengenai penanggulangan pelaksanaan akad 

pernyataan yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang 

ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum 

mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan. 

6. Berakhirnya Akad 

Akad akan berakhir apabila:
36

 

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki 

tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 

mengikat. 
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c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa dianggap 

berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur 

tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) 

berlakunya khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu 

tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya 

tujuan akad itu secara sempurna. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para 

Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir 

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad 

yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu 

e. Pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-

menyewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. MUSAQOH 

1. Pengertian Musaqoh 

Musaqoh berasal dari bahasa arab

yang artinya memberi minum.
37

 Musaqoh adalah 

kerjasama antara pemilik pohon dengan pemeliharanya 

dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati 

bersama.

Secara bahasa, musaqoh adalah salah satu bentuk penyiraman, 

penduduk madinah menyebutnya dengan istilah muamalah.38 

Musaqoh secara bahasa diambil dari kata dasar as-saqyu (pengairan).39 

Musaqoh diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada 

pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya 

supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu 

dari hasil yang diurus sebagai imbalan.40 

Musaqoh  adalah suatu akad dengan memberikan pohon dengan 

penggarap agar di kelola dan hasilnya dibagi antara keduanya.
41

 

Dalam pengertian syara‟ Musaqoh adalah penyerahan pohon 

kepada orang yang menyiraminya dan menjanjikannya, bila sampai 
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buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah 

tertentu.
42

 

Musaqoh menurut syara‟ yaitu kerjasama perawatan tanaman 

seperti menyirami dan lain sebagainya, dengan perjanjian bagi hasil 

atas buah atau manfaatnya.
43

 

Musaqoh adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman 

dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat 

kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berubah.
44

 

Musaqoh, didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana 

dikemukakan oleh Abdurrahman al-jaziri, sebagai berikut: 

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan hal 

lainnya, dengan syarat-syarat tertentu.
45

 

 

Menurut Malikiyah, musaqoh ialah: 

“Sesuatu yang tumbuh di tanah”.
46

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi 

lima macam, yaitu sebagai berikut:
47
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 Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berubah. Buah itu 

dipetik serta pohon tersebut tetapada dengan waktu yang lama, 

misalnya pohon anggur dan zaitun.

 Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah, seperti 

pohon kayu keras, karet dan jati.

 Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berubah dan dapat 

di petik, seperti padi.

 Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya 

yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, 

seperti bunga mawar.

 Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti 

tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat 

lainnya.

Menurut Syafi‟iyah, yang dimaksud musaqoh ialah memberikan 

pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang 

lain untuk kesenangan keduanya dengan menyirami, memelihara, dan 

menjaganya, sedangkan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah 

yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut.
48

Definisi Musaqah menurut para ahli fikih adalah menyerahkan 

pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada 

seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti 

menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan 
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bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya 

adalah untuk pemiliknya.
49

 

Menurut Hanabilah, musaqah mencakup dua masalah berikut ini:
50

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon 

anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat 

dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti 

sepertiga atau setengahnya.

2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum 

ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada 

tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari 

buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah 

mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon 

untuk ditanamkannya.

Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, 

Musaqoh ialah:

Artinya: mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan 

menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari 

pohon itu untuk mereka berdua.
51
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Setelah mengetahui definisi-definisi yang dikemukakan oleh para 

ahli diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan 

musaqoh ialah pemilik kebun memberikan kebunnya kepada tukang 

kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu 

dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.
52

Sayyid Sabiq mengatakan penggarap disebut dengan musaqi dan 

pihak lain yang disebut pemilik pohon, yang disebut pohon dalam 

masalah ini adalah semua yang ditanam bertahan di atas lahan 

pertanian minimal satu tahun keatas, sedangkan untuk waktu tidak ada 

ketentuan dan akhirnya dalam pemotongan atau penebangan baik 

pohon itu berbuah atau tidak. Untuk pohon yang tidak berubah imbalan 

untuk musaqi adalah pelepah kayu semacamnya.
53

 

2. Dasar Hukum Musaqoh 

a. Al-Qur‟an 

Musaqoh merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik 

tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian 

merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Dasar hukum yang 

bersumber dari al-Qur‟an diantaranya adalah: 

Q.S al-Maidah ayat (5):2 
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran”.(Q.S al-Maidah (5):2).
54

 

 

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap 

orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah 

diikrarkan, baik janji prasetya Hamba kepada Allah SWT maupun 

janji yang di buat antara manusia seperti yang bertalian dengan 

perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak 

melanggar syariat Allah.
55

 

Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat 

mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga 

kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit 

orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki 

lahan pertanian. Disinilah mereka dapat melakukan usaha bersama 

dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.
56

 

Dalam ayat lain Allah berfirman: 

          

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan lah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”. (Q.S al-Baqarah 

(2):267) 

 

Lalu para sahabat nabi setelah turun ayat ini berlomba-

lomba dalam berbuat kebajikan diantaranya. Talhah seorang 

hartawan dikalangan anshar datang kepada Nabi SAW 
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memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk 

dinafkahkan di jalan Allah. Dijelaskan juga dalam: 

   

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kamu.”. (Q.S an-Nisa) 

 

 Perkataan suka sama suka dalam ayat tersebut menjadi 

dasar bahwa jika melakukan transaksi harus merupakan kehendak 

diri sendiri tanpa tipu daya dan paksaan. Selain itu, juga 

dijelaskan dalam : 

             

         

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. (Q.S al-Baqarah (2):282). 

 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada hambanya di muka bumi yang melakukan 

kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan 

secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari 

hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama. 

 Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu 

dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28):28 sebagai berikut: 



 

 
 

          

 

“Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua 

waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada 

tuntutan tambahan atas diriku (lagi). (Q.S al-Qashash (28):28). 

 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian 

antara dua pihak baik itu dalam usaha atau sejenisnya harus 

memiliki jangka waktu yang ditentukan, maksudnya adalah dalam 

suatu perjanjian harus ada batasan waktu. 

b. Al-Hadits 

Akad ini diharuskan (diperbolehkan) oleh agama karena 

banyak yang membutuhkannya. Alasan lain yang mereka 

kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak 

mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri 

perkebunannya. Disamping itu, ada sebagian  orang yang memiliki 

kepakaran dalam perkebunan, tetapi  ia tidak memiliki tanah untuk 

digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu 

atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah kebunnya tidak 

terlantar, dan petani-petani tidak pula menganggur, maka adalah 

sangat terpuji jika antara kedua belah pihak melakukan kerjasama 

untuk memproduktifkan tanah yang tidak terolah itu. Di satu sisi 

pemilik tanah terbantu karena tanahnya tidak di biarkan kosong, 



 

 
 

dipihak lain petani penggarap mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, 

kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.
57

 

 Ulama fiqh sepakat, bahwa tanaman yang diakadkan dalam 

musaqoh adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga 

disyaratkan, bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. 

Sebagai dasarnya yaitu hadits Rasulullah: 

 

“Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan 

kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara 

dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, 

baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman (palawija)”.
58

 

  

 Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad 

ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh Hanafi, berpendirian 

bahwa akad musaqoh  dibolehkan. Alasan kebolehan akad 

musaqoh, menurut mereka adalah sebuah hadits dari Abdullah ibn  

Umar yang sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa: 

“Bahwa Rasulullah SAW, melakukan kerjasama perkebunan 

dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka 

mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu.
59
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 Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa 

seorang Ansor pernah mengusulkan kepada Rasulullah agar para 

Muhajirin mendapat sebagian dari kebun kurma mereka. Nabi 

menjawab “Saya tidak membolehkan” kemudian disusulkan lagi 

agar kaum Muhajirin yang mengelolanya dan hasilnya dibagi 

bersama. Mendengar perkataan tersebut Rasulullah membolehkan 

orang Muhajirin mengelolanya dan hasilnya dibagi bersama.  

 Seperti dalam hadits Rasulullah sebagai berikut: 

Al Bukhari meriwayatkan: bahwa orang Anshar pernah berkata 

kepada Nabi SAW. “bagilah antara kami dan saudara-saudara 

kami korma”. Rasulullah menjawab: “Tidak”. Lalu mereka 

berkata: “biarkanlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan 

kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah”. 

Mereka (Muhajirin) berkata: “Kami dengar dan kami taati”.
60

 

 

 Ini artinya, bahwa orang-orang anshar menginginkan 

melakukan kerjasama dengan orang-orang Muhajirin dalam 

mengelola pohon korma, lalu mereka menyampaikan hal itu 

kepada Rasulullah, kemudian beliau tidak bersedia, lalu mereka 

mengajukan usul, bahwa merekalah yang mengelola persoalannya, 

dan mereka berhak sebagian hasilnya, lalu Rasulullah 

mengabulkan permohonan mereka. 
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 Berdasarkan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa 

Rasulullah tidak membenarkan kebun orang Anshar itu diberikan 

kepada orang Muhajirin dengan cuma-cuma. Nabi membenarkan, 

mereka mengelola dan memanfaatkan hasil dari jerih payah 

mereka. 

c. Ijma 

Kebolehan  musaqoh  juga didasarkan atas ijma‟ 

(kesepakatan para ulama fiqh), karena itu sudah merupakan suatu 

transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi 

keperluan hidup mereka. 

Telah berkata Abu Ja‟far Muhammad bin Ali bin Husain 

bin Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Telah 

menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara 

atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, 

Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 

1/3 dan 1/4 . Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-rasyidin pada 

zaman pemerintahannnya dan semua pihak telah mengetahuinya, 

tetapi tak ada seorangpun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah 

suatu ijma‟ sukuti(konsesus) dari umat.
61

 

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah 

membrikan tanah dan tanaman kurma di khaibar kepada yahudi 

khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana 
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mereka sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu 

dari hasil panen.
62

 

Sedangkan beberapa pendapat para ulama berbeda dalam 

masalah yang di perbolehkan dalam musaqoh, yaitu: 

1) Imam Abu Dawud berpendapat, bahwa yang boleh di musaqoh 

kan hanya kurma.
63

 

2) Abdurahman Al-Jaziri, akad untuk pemeliharaan pohon kurma, 

tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat 

tertentu. 

3) Menurut Syafi‟iyah, yang boleh di musaqoh kan hanyalah 

kurma dan anggur saja, karena keduanya sering kali 

dipasangkan dalam berbagai hukum, diantaranya kewajiban 

zakat untuk keduanya secara khusus dari berbagai buah-

buahan. Mereka ini tidak mau memberlakukan semua pohon, 

yang dapat diambil manfaatnya, karena hukum inilah yang 

ditetapkan dalam penggambaran (hadits), karena hal itu 

dianggap bertentangan dengan dasar hukum, sehingga tidak 

boleh keluar dari nash yang disebutkan.
64

 

4) Menurut Hanafiyah, semua pohon yang mempunyai akar ke 

dasar bumi dapat di musaqoh kan, seperti tebu.
65
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5) Menurut Imam Malik, muaqoh dibolehkan untuk semua pohon 

yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan 

pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula 

untuk pohon-pohon yang beakar tidak kuat, seperti semangka 

dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk 

menggarapnya.
66

 

6) Menurut Mazhab Hanbali, musaqoh diperbolehkan untuk 

semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab al-

Munghni, Imam Malik berkata, musaqoh diperbolehkan untuk 

pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon 

yang perlu disirami.67 

7) Hasbi Ash-Shiddiqie mengartikan musaqoh adalah 

mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyirami 

tanaman, menjaga, memelihara dengan memperoleh upah dari 

hasil yang diperoleh dari tanaman itu. 

8) Tentang musaqoh, Abu Hanifah, berpendapat bahwa ia tidak 

boleh, bagaimanapun keadaannya, Oleh karena itu sama 

dengan sewa-menyewa dengan buah yang belum ada atau buah 

yang belum diketahui, yang berarti mengelola buah yang 

belum tampak kematangannya atau kembali kepada 

ketidakjelasan hasilnya, yang keduanya sama-sama dilarang. 

Karena itu dia menyebutkan nash, yang dianggapnya 
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bertentangan dengan dasar hukum ini. Sedangkan golongan 

Zhahiriyah berpendapat, bahwa musaqoh tidak diperbolehkan 

kecuali hanya untuk pohon kurma, karena memang hanya 

pohon kurma itulah yang disebutkan.
68

 

9) Al-Imam Ahmad membolehkan musaqoh untuk semua buah-

buahan yang dapat dimakan. Bahkan sebagian rekannya juga 

membolehkannya untuk semua pohon yang mempunyai daun 

dan bunga yang diambil dari manfaatnya.
69

 

Kebenaran yang tidak tidak dapat disangkal, bahwa hukum 

ini mencakup segala pohon yang dapat diambil manfaatnya, karena 

hadits ini menyebutkan buah-buahan, yang berarti bersifat umum 

untuk semua jenis buah-buahan. 

3. Rukun dan Syarat Musaqoh 

Rukun musaqoh ada lima macam, yaitu para pihak yang 

mengadakan akad, objek pekerjaan, buah, tugas pekerjaan, dan 

shigat.
70

 

Ulama Mashab Hanafi menyatakan, bahwa rukun musaqoh hanya 

ada dua saja, yaitu ijab dan kabul (penyerahan dan penerimaan).
71

 

Jumhur ulama (Mashab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali) menyatakan, 

bahwa rukun musaqoh ada lima:
72
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a. Ada dua orang (pihak) yang mengadakan akad (transaksi); 

b. Objek musaqoh menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon 

yang berbuah, seperti kurma.  

c. Ada lahan yang dijadikan obyek dalam perjanjian; 

d. Yang bekerja (penggarap) dengan pemilik kebun keduanya 

hendaklah orang yang sama-sama berhak membelanjakan harta 

keduanya. 

e. Bentuk/jenis usaha yang akan dilakukan; 

f. Ada ketentuan bagain masing-masing dari hasil kerjasama itu; 

g. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat). 

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing 

rukun adalah:
73

 

1) Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap 

bertindak atas nama hukum (baliq dan berakal); 

2) Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas, dapat 

diketahui dengan mata atau dengan sifatnya karena tidak sah 

barang yang tidak diketahui. 

3) Benda yang dijadikan obyek perjanjian bersifat pasti. Menurut 

Mazhab Syafi‟i kebun yang menjadi obyek perjanjian adalah 

anggur dan kurma saja, karena kedua macam tanaman tersebut 

yang dinyatakan dalam hadits Rasulullah. Berbeda dengan 
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Mazhab Hanbali bahwa semua macam tanaman yang dapat 

dimakan buahnya dapat dijadikan obyek perjanjian. 

4) Bagian penggarap hendaknya jelas apakah separuh, sepertiga, 

dan seterusnya. 

5) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan 

hak kerjasama dan pembagiannya juga sesuai dengan 

kesepakatan dalam perjanjian; 

6) Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada 

kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merawat kebun 

tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan 

demikian akan mengguntungkan kedua belah pihak; 

7) Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan 

perjanjian, tertulis atau lisan. 

Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diakadkan adalah:
74

 

a) Tanaman yang dijadikan obyek perjanjian itu, harus 

diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian. 

b) Lama perajanjian itu harus jelas. Namun, menurut Abu 

Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, penetapan 

jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam 

musaqoh, walaupun hal itu memang dipandang amat baik. 

Sebab, musim berubah sewaktu-waktu juga berubah dari 

kebiasaan. Bahkan menurut ulama Mazhab Hanafi bila 
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tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik 

(istihsan) karena musim berubah suatu tanaman berbeda 

setiap tahunnya. 

c) Perjanjian musaqoh, hanya dapat dilakukan sebelum 

berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang. 

d) Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian penglola. 

Persentasnya harus jelas untuk masing-masing pihak. 

Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan 

bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun). 

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan obyek musaqoh 

adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi, oleh sebab 

itu musaqoh tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki 

buah.
75

 

4. Hikmah Musaqoh 

Memberikan kesempatan pada orang lain untuk bekerja dan 

menikmati hasil kerjanya, sesuai dengan yang dikerjakan. Sementara 

itu, pemilik kebun/tanah garapan memberikan kesempatan kerja dan 

memringankan kerja bagi dirinya.
76

 

Islam mensya‟riatkan dan mebolehkan untuk memberi keringanan 

kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak 

berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula 

orang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan 
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memproduktifkannya. Karena itu, sya‟riat membolehkan mu‟amalah, 

ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik 

harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang 

diberi modal), sedangkan mudharibdapat memperoleh manfaat dengan 

harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah kerjasama antara 

modal dan kerjasama. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk 

akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya 

kesulitan.
77

 

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong-

menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling 

menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. 

Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar  

bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu 

memiliki sifat saling tolong-menolong, seperti firman Allah SWT 

sebagai berikut: 

           

 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. (Q.S al-Maidah (5):2). 

 

Selain itu juga sebagaimana firman Allah SWT  
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“Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

belenggu yang ada pada mereka. (Q.S al-A‟Raf (7):157). 

 

Dalam hadits Nabi Rasulullah bersabda: 

Anas ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Seorang muslim 

yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebagian hasilnya dimakan 

burung, manusia, atau binatang, maka orang yang menanam itu 

mendapat pahala”.
78

 

 

Ayat dan hadits tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa 

syaria‟at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari 

umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari‟at tidak akan pernah 

didapati suatu tuntutan yang melewati batas kemampuan hambanya. 

Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah 

memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari‟at 

Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan 

keringanan pada hambanya. 

 

 

  

                                                             
78

 Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-

Bukhori Al-Ju‟fi Al-Mutafasannah, Shohihul Bukhori, Darul Al-kutub Al-Ilmiyah (Libanon, 

Bairut, 2004), h. 418. 



 

 
 

BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 

A. Gambaran Umum Desa  Ogan Lima, Lampung Utara 

1. Sejarah Desa Ogan Lima 

Ogan Lima adalah sebuah desa yang terletak di Abung Barat, 

Lampung Utara, Lampung. Daerah ini terdapat pada Jalan Lintas 

Sumatera. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Ogan lima 

adalah Melayu. Mata pencaharian penduduk Ogan lima adalah 

berkebun. Hasil kebunnya terdiri atas: kopi, lada, cengkeh, kelapa 

sawit, serta buah-buahan lainnya. 

Pada tahun 1970 Desa Ogan Lima di pimpin kepala Desa yang 

bernama Bpk. Safei. Sudah 10 tahun Bpk. Safei menjabat sebagai 

kepala Desa Ogan Lima, kemudian pada akhir bulan Juni 1980 Desa 

tersebut melaksanakan pemilihan Kepala Desa
79

.  

2. Letak  Geografis  Desa  Ogan Lima,  Kecamatan  Abung Barat,  

Kabupaten  Lampung Utara 

a. Geografi 

- Luas  Wilayah  Desa  Sukaraja ± 1525  Ha. 
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Dengan  batas-batas  sebagai  berikut: 

1) Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa  Kistang,  Kecamatan  

Abung Barat,  Kabupaten  Lampung Utara. 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way-Wakak, 

Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara 

3) Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Desa  Simpang Abung,  

Kecamatan  Abung Barat,  Kabupaten  Lampung Utara. 

4) Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Desa  Cahaya Negeri,  

Kecamatan  Abung Barat,  Kabupaten  Lampung Utara. 

- Jumlah  Dusun,  Desa  Ogan Lima  ada  10  (sepuluh)  yaitu: 

1) Dusun  Bedeng I 

2) Dusun  Bedeng  II 

3) Dusun  Bedeng  III 

4) Dusun  Bedeng  IV 

5) Dusun  Bedeng  V 

6) Dusun  Bedeng  VI 

7) Dusun  Bedeng VII 

8) Dusun  Bedeng VIII 

9) Dusun Bedeng IX 

10) Dusun Bedeng X 

 

 

 



 

 
 

Sedangkan kondisi geografis yaitu sebagai berikut : 

1) Iklim  

- Curah hujan    : 1974,4 mm 

- Jumlah bulan hujan   : 315 bulan 

- Kelembapan    : 60-80 

- Suhu rata-rata harian   : 23-30 C 

- Tinggi tempat dari permukaan laut : 250,4 mdl 

2) Jenis dan kesuburan tanah 

- Warna tanah sebagian besar : Merah/Kuning/Hitam/Abu-abu 

- Tekstur tanah : Lempung /Pasiran/Debuan 

- Tingkat kemiringan : derajat 

- Lahan kritis : Ha 

- Lahan terlantar : Ha 

3) Topografi  

- Desa / Kelurahan dataran Rendah 

- Desa / Kelurahan berbukit-bukit 

4) Luas wilayah menurut penggunaan 

- Luas permukiman  : 637 ha/m
2
 

- Luas persawahan  : - ha/m
2
 

- Luas perkebunan  : 673 ha/m
2
 

- Luas kuburan   : 4 ha/m
2
 

- Pekarangan   : 30 ha/m
2
 

- Luas taman    :- ha/m
2
 



 

 
 

- Luas perkantoran  : 9 ha/m
2
 

- Luas prasarana umum lainnya : 5 ha/m
2
 

- Total     :1361 ha/m
2
 

5) Tanah Perkebunan 

- Tanah perkebunan perorangan : 676 ha/m
2
 

6) Tanah Fasilitas Umum 

- Lapangan olah raga   :  ha/m
2
 

- Perkantoran pemerintahan  : ha/m
2
 

- Tempat pemakaman desa/umum : ha/m
2
 

- Pertokoan    : ha/m
2
 

b. Demografis  Desa  Ogan Lima  

Jumlah  penduduk  Desa  Ogan Lima  sebanyak  4420  jiwa  

terdiri  dari  2138  laki-laki  dan  2282  perempuan  dengan  jumlah  

kepala  keluarga  sebanyak  1256  KK. 

1. Jumlah  penduduk  berdasarkan  usia 

Tabel  1.  Jumlah  penduduk  berdasarkan  usia 

No.  Jenjang Umur Jumlah 

1. 0-17 1585 

2. 18-56 2003 

3. 56 keatas 3752 

 Total 7340 

  

 

 



 

 
 

2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

Tabel  1.  Jumlah  penduduk  berdasarkan  tingkat  pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah 

1  SD/sederajat 189 orang 

2 SMP/sederajat 155 orang 

3 SMA/sederajat 461 orang 

4 Diploma 86 orang 

5 Sarjana S1 42 orang 

6 Sarjana S2 15 orang 

7 Sarjana S3 1 orang 

 Jumlah 949 orang 

 

3. Jumlah  penduduk  berdasarkan  mata  pencaharian 

Tabel  2.  Jumlah  penduduk  berdasarkan  mata  pencaharian 

No Uraian Keterangan 

1 PNS 54 

2 TNI/POLRI 6 

3 SWASTA 140 

4 Wiraswasta/pedagang 53 

5 Petani 1049 

6 Buruh Tani 104 

7 Nelayan - 

8 Peternak 58 



 

 
 

9 Montir 25 

10 Pengrajin 104 

11 Pekerja seni 4 

12 Pensiunan 27 

13 Lainnya 119 

14 Tidak bekerja/pengangguran 3287 

 

3. Struktur Organisasi Pemerintahan 

Secara fungsional Kepala Desa bertugas untuk memperhatikan dan 

mengarahkan masyarakat serta menjadi motivator program kerja yang 

direncanakan dan dijadikan tujuan organisasi atau lembaga yang ada 

dan disesuaikan dengan keadaan Desanya, agar dapat mengangkat citra 

Desa dan supaya lebih maju dari sebelumnya. 

Desa Ogan Lima terdiri dari sepuluh Dusun, masing-masing Dusun 

diketuai oleh seorang ketua Dusun sebagai perpanjangan tangan dari 

Kepala Desa untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat dan 

kelancaran dalam melaksanakan program pemerintahan dan dalam 

melaksanakan pembangunan, seperti intruksi Kepala Desa untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial 

lainnya. 

Adapun susunan pemerintahan dan susunan kepengurusan Desa 

serta staf pendukung pelaksanaan pemerintahan Desa Ogan Lima 

sebagai berikut : 



 

 
 

STRUKTUR ORGANISASI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kades 

Sulaiman 
 

Sekdes 

Zairi 

Kasi. pemerintahan 

M. Nasri 

Kasi. pembangunan 

Dodi Sumardi 
 

Kasi. Kemasyarakat 

Irwansyah 

Kaur. Perencanaan 

Dedi Sumardi 

Kaur. Umum  
Seftika Ajad 

 

Kaur. Keuangan 

Dam Hudi 

Bendahara  

Sulaimi  
 

Kadus : 

1. Arefan  

2. Romli 

3. M. Nasir  

4. Ahmad zen  

5. Rustam Efendi 

6. Rodi AS.  

7. Matayib  

8. Rustam Denali  

9. Maryato  

10. Yurnalis domas 

  



 

 
 

B. Pelaksanaan Musaqoh/ Kerjasama Bagi Hasil 

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, 

demikian juga praktik musaqoh pada petani kopi. Untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari masyarakat melaksanakan kerjasama dengan 

pemilik kebun kopi, baik perawatan, pemanenan maupun penjualan hasil 

perkebunan kopi tersebut. 

Pelaksanaan musaqoh atau kerjasama pengelolaan perkebunan kopi 

ini ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pemilik kebun kopi dan 

penggarap kebun kopi. Pemilik kebun kopi adalah orang yang memiliki 

hak penuh atas perkebunan kopi. 

Adapun pengelola kebun kopi adalah orang yang melakukan 

pekerjaan untuk membantu pemilik kebun, dalam hal ini mengelola dan 

memanen hasil perkebunan kopi. Sedangkan mengenai proses yang terjadi 

pada masyarakat hanya antar Desa setempat saja, Masalah akad hanya 

dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi, atas dasar suka sama 

suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pemilik lahan menemui petani 

penggarap dan mengatakan ingin lahan atau kebunnya di garap, yang 

mana akad itu sudah dianggap sah walaupun tanpa ada perjanjian 

tertulis.
80

 

Kemudian dalam hal ini yang terlibat dalam perjanjian kerjasama 

bagi hasil perkebunan kopi yaitu hanya pemilik dan penggarap kebun kopi 

saja tanpa adanya campur tangan orang lain atau saksi. Dan juga tidak ada 
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syarat-syarat khusus pemilik kebun hanya menyerahkan kebunnya kepada 

penggarap kebun untuk dikelola dengan baik yang kemudian hasilnya 

dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan.
81

 

Kerjasama ini pada umumnya yaitu pemilik lahan mencari orang 

yang dipercaya untuk mengelola dan menggarap kebun kopi miliknya, 

namun terkadang penggarap yang mencari tanah kebun kopi untuk diminta 

dan dikelola oleh penggarap. Akan tetapi, hal yang terpenting dari 

kerjasama tersebut yaitu kesepakatan antara keduanya, dimana sang 

pemilik tanah menyerahkan kebun kopinya kepada penggarap untuk 

dikelolanya dan dirawat, kemudian hasil yang diperoleh dari kebun 

tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
82

 

Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap 

kebun kopi, maka pada saat itu juga penggarap kebun kopi memiliki 

tanggung jawab untuk merawat, mengelola, dan menjual hasil panen. 

Sedangkan untuk pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada 

penggarap kebun kopi baik itu perawatan, peralatan, obat-obatan, hingga 

kebun kopi tersebut menghasilkan dan dijual oleh penggarap. Dan apabila 

kebun kopi ini telah memperoleh hasil pengolahannya, maka sebagian 

hasil dari penjualan hasil kebun ini dipotong untuk biaya-biaya perawatan 

kebun, seperti pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya.
83
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Untuk  jangka waktu penggarapan tidak ditentukan berapa lama 

jangka waktunya, tetapi pemilik kebun hanya memberikan amanat kepada 

penggarap untuk menjaga dan merawatnya, dan kemudian hasilnya dibagi 

dua. Dalam praktinya lamanya kerjasama ini yaitu ada yang 2 sampai 7 

tahun.
84

 

Penggarap juga menjelaskan tentang sistem perawatan dan 

pembagiannya, karena hasilnya dibagi dua maka penggarap bertanggung 

jawab penuh atas pemeliharaan seperti pupuk, obat-obatan pestisida dari 

penggarap yaitu diambil dari sebagian hasil panennya, caranya dengan 

menghitung berapa jumlah pengeluaran selama masa perawatan yang 

kemudian penggarap mengambil modal yang telah dikeluarkan dari hasil 

tersebut, setelah hasil panen sudah di potong kemudian hasil bersihnya 

dibagi dua yaitu antara pemilik kebun dan penggarap kebun itu sudah atas 

kesepakatan bersama.
85

 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemilik tanah dan 

penggarap kebun kopi diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan 

terjadinya kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yaitu menurut bapak 

Sobirin selaku pemilik tanah kebun kopi menjelaskan bahwa alasan 

melaksanakan kerjasama ini yaitu disebabkan karena letak lahan yang 

ditanami tanaman kopi jauh dari tempat tinggalnya, sehingga bapak 

Sobirin menyerahkan lahan dan tanaman kebun kopi kepada petani 
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penggarap untuk mengurusnya, mengolah, memanen, dan menjual hasil 

kebun kopi.
86

 

Menurut Bapak Toni bahwa alasan melaksanakan kerjasama bagi 

hasil perkebunan kopi yaitu tidak ada waktu untuk mengelolanya 

dikarenakan bapak Toni seorang guru sibuk mengajar, dan juga karena 

letak lahannya juga terlalu jauh dari tempat tinggalnya sehingga bapak 

Toni menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk mengurusnya 

hingga sampai memanennya.
87

 

Alasan mengapa bapak Herman menggarapkan kebunnya kepada 

penggarap kebun yaitu dikarenakan bapak Herman sibuk dengan urusan 

pekerjaan kantor yang sudah cukup menyita waktunya sehingga tidak 

memungkinkan bapak Herman untuk menggarapnya sehingga dalam hal 

ini bapak Herman menyerahkan kebunnya kepada penggarap hingga 

panen.
88

 

Menurut bapak Solihin alasan melaksanakan kerjasama yaitu 

keterbatasan kemampuan dalam mengelolanya, dikarnakan sudah cukup 

tua, sehingga menyerahkan perkebunan kopi kepada penggarap untuk 

dikelola perkebunan kopinya. Perjanjian kerjasama ini dilakukan secara 

lisan dengan mendasar kepercayaan.
89
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Menurut bapak Imam mereka menjelaskan bahwa alasan 

melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yaitu disebabkan 

karena kesibukan mereka pada pekerjaan lain, dan tidak mempunyai waktu 

untuk mengelola kebun yang dimiliki dan supaya mendapatkan hasil, 

sehingga bapak Imam menyerahkan kebun kopinya kepada penggarap 

untuk dikelolanya. Perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan dengan 

unsur kepercayaan.
90

 

Selain beberapa alasan pemilik tanah kebun kopi di atas, para 

petani penggarap kebun kopi juga memiliki beberapa alasan untuk 

melaksanakan kerjasama tersebut, yaitu: 

1. Petani penggarap kebun kopi tidak mempunyai lahan untuk ditanami 

kopi, walaupun mereka mempunyai keahlian dalam mengelola dan 

merawat kebun kopi, sehingga mereka melaksanakan kerjasama 

dengan pemilik kebun kopi untuk dikelola dan dirawat. 

2. Petani penggarap hanya memiliki lahan sedikit, sehingga mereka 

melaksanakan kerjasama bagi hasil penggarapan kebun kopi untuk 

menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. 

3. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, petani penggarap kebun kopi 

memiliki alasan untuk membantu antar sesamanya, khususnya bagi 

petani yang mempunyai lahan kebun kopi akan tetapi tidak memiliki 

waktu dan keahlian untuk merawat dan mengelola kebun kopi 
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miliknya, sehingga petani penggarap membantu menggarapkannya 

dengan imbalan bagi panen hasil tersebut. 

Kemudian dilihat dari sisi ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat 

yang pada awalnya masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh tani, 

dengan kerjasama bagi hasil ini mengalami peningkatan, ketika petani 

melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan kopi. Sistem bagi hasil 

perkebunan ini merupakan peluang bisnis atau alternatif yang dapat 

diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari.
91

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, 

diperoleh dari suatu data bahwa dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil 

pengelolaan kebun kopi antara pemilik dan penggarap kebun kopi, hanya 

di dasari pada unsur tolong menolong. Unsur kepercayaan ini lebih 

berperan dibandingkan unsur yang lain, hal ini terlihat dari pemilik lahan 

yang tidak terlalu memperhatikan keahlian penggarap dalam menglola dan 

merawat kebun kopi, akan tetapi lebih mementingkan kepercayaan kepada 

penggarap untuk mengelola lahan miliknya. Mekanisme pembagian hasil 

panen kebun kopi yaitu, pembagian hasil panen ini berdasarkan 

kesepakatan sebelumnya, dan pada umumnya bagi hasil ini dibagi dua bisa 
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berupa uang atau berupa hasil dari panen tersebut yaitu sesuai dengan 

kesepakatan awal.
92

 

Jangka waktu kerjasama bagi hasil perkebunan kopi tidak dibatasi, 

mereka melaksanakan kerjasama itu sesuai dengan hasil dari kerja 

penggarap dan ketersediaannya pemilik kebun untuk memberikan 

memberikan kebun miliknya kepada penggarap. Jika penggarap bekerja 

dengan baik dan pemilik kebun merasa senang dengan hasil yang 

diperoleh dari kerja penggarap, maka pemilik kebun dapat memberikan 

kepercayaan kepada penggarap lebih lama lagi. Dengan demikian, maka 

dapat dipahami bahwa jangka waktu kerjasama pengelolaan perkebunan 

kopi tidak dibatasi waktunya, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri 

kapan saja.
93

 

Jika ada kerugian maka yang bertanggung jawab yaitu pemilik 

kebun, tetapi jika kerugian itu dilakukan dengan unsur kesengajaan, 

seperti penggarap melakukan melakukan kecurangan maka yang 

bertanggung jawab si penggarap kebun. Tetapi selama perjanjian 

berlangsung belum pernah terjadi kerugian atau belum ada pihak yang 

dirugikan dan juga tidak ada kendala selama berlangsungnya kerjasama 

perkebunan kopi.
94
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Apabila terjadi salah satu pihak sedang berseteru melakukan 

kerjasama dengan sistem bagi hasil tersebut meninggal dunia, maka 

pelaksanaan bagi hasil itu bisa digantikan oleh ahli warisnya atau kerabat 

dan saudaranya. Meskipun hal tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian 

akad. Semua masyarakat Desa Bedeng sudah sadar bahwa dalam keadaan 

seperti itu sudah menjadi tanggung jawab ahli warisnya.
95

 

Berdasarkan beberapa uraian kasus di atas dapat diambil 

keterangan seseorang yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil pada kebun 

kopi yang terjadi di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, mempunyai 

maksud dan tujuan yang berbeda-beda apalagi di desak oleh kebutuhan 

hidup yang semakin mendesak semua itu dilakukan untuk melangsungkan 

kehidupan bersama keluarganya. Sedangkan pemilik tanah atau kebun 

mempunyai faktor utama adalah ingin menolong sesamanya, walaupun 

terkadang pemilik lahan ingin memanfaatkan dari kerjasama tersebut 

dengan cara sistem bagi hasil yang harus berpatokan dengan hasil panen 

tahun kemarin dan berdasarkan akad kebiasaan yang sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat di Desa setempat yang kembali pada sifat manusia 

yang tidak pernah merasa puas akan sesuatu yang sudah ia miliki karena 

tuntutan dunia yang terus maju sesuai perkembangan zaman. 

Jika megkaji seksama tentang sistem praktik bagi hasil antara 

pemilik kebun kopi dan penggarap kebun kopi. Maka penulis 
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menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil ini memiliki relevansi dengan 

sistem musaqoh dalam Islam, walaupun dalam pandangan Islam  ada 

beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan kerjasama 

bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap kebun kopi tersebut. 

Hasil observasi penelitian tentang beberapa kasus yang telah 

diuraikan di atas adalah jelas mempunyai tujuan yang sama bahwasannya 

masyarakat yang hanya menggunakan sistem bagi hasil untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya (bagi hasil dalam bidang perkebunan). 

 

 

  



 

 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Praktik Bagi Hasil Pada Petani Kopi 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang 

menguraikan saling berkaitan dengan yang akan saya bahas yaitu dalam 

ruang lingkup musaqoh, yaitu sistem bagi hasil yang objeknya adalah 

pertanian khususnya perkebunan yang tanamannya minimal lebih dari 1 

tahun dan termasuk tanaman keras yang dalam hal ini adalah pohon kopi 

musaqoh juga bentuk perjanjian bagi hasil perkebunan yang ada 

relevansinya dengan konsep mu‟amalah secara umum, yaitu hasil panen 

dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan tanpa adanya pihak 

yang merasa dirugikan dan yang menjadi keutamaan adalah mengenai 

akad yang menentukan berlangsung atau tidaknya suatu perjanjian 

tersebut. 

Kerjasama bagi hasil perkebunan kopi pada dasarnya sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

keluarganya maka dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi sistem bagi hasil pada masyarakat diantaranya: 

1. Merupakan mata pencaharian pokok yang bisa dilakukan oleh 

masyarakat. 

2. Merupakan mata pencaharian turun temurun dari orang-orang 

terdahulu di Desa Ogan Lima. 



 

 
 

Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan diatas, 

maka sistem bagi hasil pada masyarakat petani kopi sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat setempat maka penulis merasakan perlunya 

penelitian yang dilakukan di Desa Bedeng. 

Setelah melakukan observasi secara langsung tentang sistem bagi 

hasil yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk memperjelas Syari‟at 

Islam dalam kegiatan bermu‟amalah untuk itu sangatlah diperlukan 

tatanan atau aturan dalam kegiatan bermua‟amalah untuk menghindari 

perselisihan dikemudian hari, kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan 

penggarap kebun. 

Agama Islam sudah mengatur semua kegiatan manusia dalam 

bermu‟amalah di antaranya mengenai sistem bagi hasil dalam hal ini 

sistem bagi hasil ada beberapa macam misalnya bagi hasil dengan objek 

perdagangan dalam konsep mu‟amalah, dengan pembagian hasil atau 

keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu 

pemilik modal dan pengelola modal sedangkan yang akan penulis analisa 

adalah mengenai bagi hasil dengan objek perkebunan khususnya adalah 

kebun kopi yang menurut konsep muamalah sebagai berikut: 

Pada dasarnya musaqoh adalah di khususkan pada tanaman 

perkebunan yang pohonnya berakar kuat dan berusia minimal lebih dari 1 

tahun maka dalam hal ini kopi termasuk dalam jenis tanaman yang disebut 

dengan musaqoh. 

. 



 

 
 

Bentuk akad kebanyakan yang terjadi dilakukan secara lisan dan 

saling percaya. Dengan cara pemilik tanah atau kebun datang menemui 

penggarap dengan pernyataan ingin supaya kebunnya di urus dengan 

perjanjian sistem bagi hasilnya menggunakan akad lisan tanpa 

menggunakan perjanjian tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT 

menyebutkan dalam Al-qur‟an surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya 

apabila kamu bermu‟amalah secara tunai dan waktu yang di tentukan 

hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara 

kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama 

harus dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar 

terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama. 

Akad yang terjadi adalah akad kebiasaan yang sudah berlangsung 

lama dan turun temurun dari zaman nenek moyang tedahulu padahal akad 

ini seharusnya sudah diperbaiki dengan cara musyawarah demi kebaikan 

kedua belah pihak dengan tidak adanya yang merasa dirugikan. 

Kerjasama bagi hasil ini bagi masyarakat sangat membantu dalam 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena dengan adanya bagi hasil 

seperti ini, bagi masyarakat yang memiliki kebun tetapi tidak dapat 

mengelolanya tetap dapat memanfaatkan kebun, dan secara tidak langsung 

telah membuka lapangan kerja. Dan bagi masyarakat yang tidak memiliki 

kebun mereka masih dapat bekerja sehingga penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 



 

 
 

Akan tetapi jika dipandang dari hukum Islam maka kerjasama ini 

belum sesuai dengan hukum Islam, maka berdasarkan pemahaman dari 

beberapa keterangan di atas konsep bagi hasil  dalam musaqoh yang 

terjadi di Desa Ogan Lima  khususnya petani kopi belum sesuai dengan 

konsep mu‟amalah, karena akad yang digunakan dari awal masih ada 

unsur kebiasaan meskipun dalam hal pembagian sudah sesuai dengan 

konsep Islam, namun dari segi akad dan jangka waktu masih belum sesuai 

dengan konsep Islam karena masih menggunakan kebiasaan masyarakat 

setempat dan apabila kebiasaan ini masih tetap dilakukan dikhawatirkan 

kedepannya akan merugikan salah satu pihak meskipun sudah disepakati 

yang dalam hal ini belum sesuai dengan fiqh mu‟amalah. 

B. Pandangan Hukum Islam 

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik dan penggarap 

perkebunan kopi adalah bagi hasil yang dilandasi tolong menolong dan  

kepercayaan satu sama lain. Sebab ada orang yang memiliki kebun tetapi 

tidak memiliki keahlian dalam menjalani usaha perkebunan. Ada juga 

orang yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki keahlian, dengan 

demikian apabila ada kerjasama dalam menggerakan roda perekonomian, 

maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan 

keahlian dipadukan menjadi satu. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 

           



 

 
 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. (Q.S al-Maidah (5):2).
96

 

 

Dalam konsep mu‟amalah musaqoh yaitu penyerahan pohon 

kepada penggarap untuk dipelihara dan disiram dengan pembagian hasil 

dari kebun tersebut. 

Berdasarkan kebiasaan bagi hasil ini diperlukan sejak zaman 

Rasulullah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh shohih muslim: 

97

 

“Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun 

beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian 

mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, 

maupun dari hasil tanaman (palawija)”. (HR.Muslim). 

 

Setelah memperhatikan penjelasan dan uraian yang sangat singkat 

di atas tentang musaqoh tapi kenyataan yang terjadi di lapangan sistem 

bagi hasil masyarakat petani kopi ini berdasarkan kebiasaan orang-orang 

terdahulu dan mengenai akad adalah tidak jelas atau samar karena 

mengikuti akad orang-orang terdahulu. Sebagaimana yang menjadi 

kebiasaan masyarakat juga disebut faktor yang menyebabkan tidak sesuai 

dengan teori yang ada dengan konsep mu‟amalah. 

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama antara dua orang atau 

lebih (pemilik kebun dan penggarap kebun) dalam melakukan suatu 
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pekerjaan dimana hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang 

telah ditentukan bersama. 

Kerjasama bagi hasil ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan 

dan kerelaan antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik kebun dan 

penggarap kebun, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau 

dirugikan, hal ini sesuai dengan nash al-Qur‟an yang memegang prinsip 

bahwa dalam transaksi mu‟amalah harus didasarkan pada kerelaan kedua 

belah pihak, keadilan dan kemaslahatan serta menghindari dari bentuk 

yang dapat merugikan. 

Dapat diketahui bahwa al-Qur‟an sebagian sumber hukum Islam 

yang pertama telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat 

global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti sunnah 

Rasul. Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan 

berkembang di masyarakat dapat menjadi kebiasaan tersendiri. 

Kerjasama bagi hasil ini antara pemilik dan penggarap kebun kopi 

pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan transaksi mudharabah, yaitu 

akad bagi hasil usaha perdagangan antara pemilik modal dengan pelaksana 

usaha. 

Syari‟at membolehkan kerjasama bagi hasil ini agar masing-

masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Kerjasama bagi hasil 

perkebunan kopi yang dilakukan oleh masyarakat juga membawa manfaat 

bagi pemilik kebun dan juga penggarap kebun. 



 

 
 

Pemilik tanah selain mendapatkan manfaat dari hasil panen juga 

bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dengan adanya kerjasama ini, dan 

bagi penggarap dengan adanya lapangan kerja tersebut mereka dapat 

bekerja sehingga mereka mempunyai penghasilan dan dapat memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Syari‟at Islam menganjurkan apabila bermu‟amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis, hal ini dianjurkan 

karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia 

agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak 

lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak. 

Akan tetapi dalam praktik di lapangan masyarakat Ogan Lima 

khususnya petani kopi melakukan perjanjian hanya menggunakan akad 

lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis, akad lisan dilakukan karena sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat disana. 

Allah SWT telah terang-terangan menyampaikan kepada umatnya 

dalam melakukan kerjasama harus menggunakan akad tertulis 

sebagaimana firman Allah: 

                  

    

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. (Q.S al-Baqarah (2):282). 

 



 

 
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan 

kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha 

kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak 

dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan 

dalam suatu kerjasama. Dapat kita pahami bahwa dalam akad yang 

dilakukan masyarakat dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yang 

menggunakan akad lisan belum sesuai dengan hukum Islam. 

Adapun kaitan dengan jangka waktu kerjasama bagi hasil 

perkebunan kopi sebagaimana yang diperoleh di lapangan bahwa dalam 

kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Ogan Lima tidak ada batasan 

waktu yang di tentukan ada yang 2 sampai 7 tahun. Kerjasama dalam 

perkebunan kopi ini bisa berlangsung lama dan bisa juga berlangsung 

secara singkat tergantung kemampuan pengelola. 

Dalam praktik di lapangan masyarakat melakukan kerjasama 

perkebunan kopi antara pemilik dan penggarap kebun tidak memiliki 

batasan waktu yang ditentukan yang mengandung ghoror (ketidakpastian), 

sedangkan dalam al-Qur‟an dijelaskan bahwa dalam suatu kerjasama 

dalam suatu usaha harus memiliki kejelasan waktu akan berapa lama 

perjanjian kerjasama tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami 

bahwa kerjasama usaha perkebunan kopi dalam hal jangka waktu tidak 

sesuai, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur‟an. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa 

kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi dari sisi 



 

 
 

pembagian bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang 

dibolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi jika dilihat dari sudut 

pandang jangka waktu kerjasama penggarap kebun kopi tersebut, maka 

praktik kerjasama ini belum sesuai dengan dengan hukum Islam, karena 

tidak ada kejelasan dalam jangka waktu penggarapan. Begitu juga dengan 

perjanjian yang tidak tertulis merupakan kerjasama yang tidak sesuai 

dengan hukum Islam. 

 

  



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Praktik Musaqoh Pada Petani Kopi pada Desa 

Ogan Lima Lampung Utara dapat dikemukakan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Praktik  musaqoh atau  kerjasama bagi hasil perkebunan kopi 

dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi 

dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari 

saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam 

praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil 

dibagi 2 atau bisa juga dari hasil dari panen, tergantung dari 

kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun 

kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat  setempat (adat). 

2. Pandangan hukum Islam tentang  musaqoh atau kerjasama bagi hasil 

perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan 

konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan 

jangka waktu tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila 

bermu‟amalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya 

ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya 

harus memiliki jangka waktu yang ditentukan maksudnya adalah 



 

 
 

dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktunya. Hal ini dianjurkan 

karena Islam benar-benar menjaga prilaku dan hubungan sesama 

manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah 

satu pihak lupa atau lalai terhadap pejanjian kerjasama sehingga 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu 

pihak. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan 

kopi, antara pemilik perkebunan dan penggarap perkebunan kopi 

sebaiknya ada perjanjian secara tertulis, supaya apabila salah satu 

pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai 

dengan syariat Islam. 

2. Dalam penggarapan perkebunan kopi penggarap tidak boleh 

melakukan perbuatan kecurangan yang tidak diketahui oleh pemilik 

perkebunan kopi agar tidak ada pihak yang dirugikan harus 

mengutamakan sifat kejujuran, dan keadilan. 
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